
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) di 

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat 

sesuai dengan pedoman kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. Pasal 48 Ayat 1 penduduk WNI dan orang 

asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berusia 17 ( tujuh belas ) 

tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.Dalam 

pengurusan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) 

masyarakat membawa persyaratan yang telah di tentukan olek Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Kendala yang dihadapi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah: peralatan perekapan E-KTP banyak 

rusak, terkait anggaran alat yang mahal, ketersediaan jaringan 

telekomunikasi yang kurang memadai, tidak adanya penyediaan system 

automatis ( auto-print), belum terintegrasinya data kependudukan, kualitas 

Sumber Daya Manusia yang masih perlu di tingkatkan. Dalam segi 

pelayanan publik, belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik 

administrasi kependudukan kepada masyarakat, karena terbatasnya jumlah 

personil dalam pelayanan. 

3. Upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan 



 
 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah agar peralatan E-KTP 

yang rusak dapat di ganti, alokasi dana yang dibutuhkan dalam pembuatan 

E-KTP dan memberikan sosialisasi mengenai persyaratan dan Prosedur 

dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan maka diajukan 

saran-saran seperti berikut: 

1. Agar proses pengajuan E-KTP menjadi lebih lancar dan tidak 

membingungkan bagi masyarakat, pentingnya memberikan sosialisasi yang 

lebih rinci mengenai syarat-syarat pembuatan kartu tandak penduduk 

elektronik (E-KTP).  

2. Agar masyarakat merasa puas terhadap kinerja pelayanan publik pada 

kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat di 

perlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik serta 

meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang ada. 

3. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan 

Fasilitas yang digunakan dalam pembuatan E-KTP sehingga mampu 

menunjaang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pasaman Barat. 
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